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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR   ...   TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS 
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,


	Menimbang
	:
	a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan  pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembagunan jangka menengah daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembagunan jangka menengah daerah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis  ... Tahun 2025-2029;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); 
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
7. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  9  Tahun  2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor  9,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor 262);
8. [bookmark: _Hlk200720784]Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang  Nomor  4  Tahun  2018 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  2018-2038  (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);


	
	
	MEMUTUSKAN:

	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.


	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

	
	
	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

	
	
	1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan   sumber   daya   yang  disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan  keluaran  dalam  rangka mencapai hasil suatu Program.
17. Kinerja adalah capaian hasil kerja. 



	
	
	BAB II
KEDUDUKAN


	
	
	Pasal 2
(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


	
	
	BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

	
	
	(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
	a. BAB I
	:
	Pendahuluan;

	b. BAB II
	:
	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

	c. BAB III
	:
	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; 

	d. BAB IV
	:
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan

	e. BAB V
	:
	Penutup.




	
	
	(2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah  Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	BAB IV

	
	
	PENGENDALIAN DAN EVALUASI

	
	
	

	
	
	Pasal 4

	
	
	(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

	
	
	
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


	
	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.



	Ditetapkan di Sumedang

	pada tanggal  …  
     

	BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

	
Diundangkan di Sumedang

	pada tanggal …       



	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR ...   









LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR    TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 - 2029
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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dapat disusun sebagai kewajiban yang diamanatkan sesuai konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Strategis ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025-2029. 
Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembangunan bidang pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang.
Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.





	                                                                        Sumedang,   Agustus 2025
                                                                 Kepala Badan Pendapatan Daerah 
             Kabupaten Sumedang



	ROHANA, S.Sos., M.Si

	  Pembina Utama Muda

	                                                                     NIP. 19730315 199303 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 	Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.
Dalam upaya mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud dengan memperhatikan :

1. Target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
5. Isu-isu strategis yang berkembang
6. Kebijakan nasional; 
7. Regulasi berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah antara lain :
1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan malalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturah Kepala Daerah. 
Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dan berbasis data yang valid. Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan wilayah yang merata, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2	Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 118);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang1Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13); dan
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).

1.3   Maksud dan Tujuan 
Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabuupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Adapun Maksud disusunnya Renstra Bapenda 2025-2029 yaitu :
1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang1dan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya. 
Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), distrik maupun kampung/kelurahan;
2. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang; 
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2025–2029;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang; 
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RPJMD ini; 
6. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025–2029;
7. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 oleh Kepala Daerah.

1.4    Sistematika Penulisan 
	Sistematika Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Sumedang No 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut: 
BAB I 	Pendahuluan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II 	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Bab ini menguraikan informasi berikut:
2.1 	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat DaerahPP
BAB III 	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
3.1	Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025- 2029
3.2	Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029
3.3	Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029
3.4	Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029
BAB IV 	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan 
Bab ini menguraikan informasi berikut:
4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	Penutup
Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.
















[bookmark: _heading=h.6civh5iidzpv]BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
A.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 
 Kabupaten Sumedang 
Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

 2.1.1. Tugas
Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah di bidang pendapatan.
 2.1.2 Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan, bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
b. [bookmark: _heading=h.mvryr2xz7139]pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan 
2) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; 
2) Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
1) Subbidang Pendataan dan Penilaian; 
2) Subbidang Penilitian dan Verifikasi; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
1) Subbidang Penetapan dan Penagihan; 
2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
1) Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran; 
2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Badan Pendapatan Daerah sebagaimana Gambar 2.1

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

[image: ]

B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
[bookmark: _heading=h.nu7wvfhhi60z] Sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025, jumlah pegawai ASN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 56 (lima puluh enam orang) orang dengan profil demografi sebagai berikut :
Kondisi sumber daya aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
1. Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur
Berdasarkan tabel 2.1.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut : 
Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Kelompok Umur
	No
	Unit Kerja
	Usia (tahun)
	JUMLAH

	
	
	20 s/d 25
	26 s/d 30
	31 s/d 35
	36 s/d 40
	41 s/d 45
	46 s/d 50
	>50
	

	1
	Sekretariat
	-
	1
	-
	5
	3
	3
	5
	17

	2
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	-
	2
	1
	1
	3
	1
	2
	10

	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	-
	2
	-
	-
	1
	-
	5
	8

	4
	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	1
	1
	-
	1
	2
	2
	3
	10

	5
	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	-
	-
	4 
	1
	
	
	6
	11

	TOTAL
	1
	6
	5
	8
	9
	6
	21
	56



Berdasarkan Tabel 2.1.1 jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, kemudian kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang. Adapun kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 6 (enam) orang dan kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 8 (delapan) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 5 orang, kelompok umur 26-30 sebanyak 6 (enam) orang serta kelompok umur 20-25 tahun 1 orang. Dengan demikian, 48% pegawai atau sebanyak 27 orang pegawai berada pada usia di atas 45 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang akan memasuki masa pensiun.
Impilkasi Strategis :
· Urgensi regenerasi SDM: Kurangnya Pegawai Muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
· Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.
· Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.
     Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 menunjukan dominasi kelompok usia tua. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.
2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 11 (sebelas) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 4 (empat) orang dan pegawai PPPK sebanyak 3 (tiga) orang)

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan

	No
	Unit Kerja
	Golongan
	Jumlah

	
	
	PPPK
	II
	III
	IV
	

	1
	Sekretariat
	1
	1
	12
	3
	16

	2
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	1
	
	7
	2
	9

	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	
	2
	4
	2
	8

	4
	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	
	1
	6
	2
	9

	5
	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	1
	
	9
	2
	11

	TOTAL
	3
	4
	38
	11
	56



Implikasi Strategis:
· Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.
· Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 (sembilan) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 (satu) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 31 (tiga puluh satu)orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 15 (lima belas) orang.
Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

 Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah 
 Menurut Tingkat Pendidikan

	No.
	Unit Kerja
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	
	
	SMP
	SMA
	Diploma
	S1
	S2
	S3
	

	1
	Sekretariat
	-
	2
	-
	7
	5
	-
	14

	2
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	-
	1
	-
	3
	3
	-
	7

	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	-
	3
	-
	2
	3
	-
	8

	4
	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	-
	1
	-
	5
	3
	-
	9

	5
	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	-
	2
	1
	1
	2
	-
	6

	TOTAL
	0
	9
	1
	18
	16
	-
	44



Implikasi Strategis:
· Kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah Sumedang tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 83% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
· Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).
· Sedikitnya Pendidikan D1–D3 bisa menjadi perhatian untuk penempatan tenaga teknis tertentu di masa mendatang yang biasanya berasal dari jenjang diploma, seperti teknisi, operator, atau tenaga fungsional terapan.




4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Berdasarkan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 15 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 14 jabatan struktural, sehingga pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 14 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.1.4.
Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Badan Pendapatan Daerah belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1.4 berikut.
 Tabel 2.1.4
 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
 Menurut Jabatan

	No
	Unit Kerja
	Jabatan
	Jumlah

	
	
	Eselon
	JFT
	JFU
	

	1
	Sekretariat
	2
	4
	11
	17

	2
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	3
	
	7
	10

	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	2
	1
	5
	8

	4
	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	3
	1
	5
	9

	5
	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	2
	
	10
	12

	Total
	12
	6
	 38
	56



Implikasi strategis :
· Minimnya jabatan fungsional tertentu menjadi catatan penting Dalam era reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik berbasis kompetensi, jabatan fungsional seharusnya menjadi andalan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan keahlian khusus dan fleksibilitas pelaksanaan.
· Perlu optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten SUmedang, baik melalui mekanisme inpassing, pengusulan formasi baru, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada.




	




5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, sedangkan perempuan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.1.5 dibawah ini.

	Tabel 2.1.5
 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
 Menurut Jenis Kelamin

	No
	Unit Kerja
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	P
	L
	

	1
	Sekretariat
	5
	12
	17

	2
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	5
	5
	10

	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	3
	5
	8

	4
	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	5
	4
	9

	5
	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	5
	7
	12

	TOTAL
	23
	33
	56



Tabel 2.1.5 menyajikan distribusi pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (gender equity).

Implikasi strategis:
· Perlu adanya upaya afirmatif atau keberpihakan dalam perekrutan, mutasi, dan pengembangan karier bagi pegawai perempuan, agar representasi mereka lebih seimbang dan inklusif, tanpa mengurangi prinsip meritokrasi.

6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.1.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV sebanyak 6 (enam) orang dengan rincian 2 (dua) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki. Sedangkan sisanya adalah pegawai eselon III yaitu 5 orang1dengan rincian 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dan Eselon II1satu orang yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.





Tabel 2.1.6
 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
 Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

	No.
	Jabatan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	P
	L
	 

	1
	Eselon II
	-
	1
	1

	2
	Eselon III
	2
	3
	5

	3
	Eselon IV
	2
	4
	6

	4
	JFT
	4
	3
	7

	5
	JFU
	26
	11
	37

	TOTAL
	20
	36
	56



Implikasi Strategis:
· Perbandingan Pejabat Eselon antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan belum seimbang. Hal ini diperlukan ada rotasi dan promosi dari pelaksana atau dari Fungsional berjenis kelamin1perempuan agar perbandingan jenis kelamin di Eselon antara perempuan dan laki laki seimbang.
		
2.2. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sarana dan prasarana yang tersebar di kantor pusat maupun unit pelayanan teknis. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :
1.  Gedung dan Ruang Kerja
 Badan Pendapatan Daerah memiliki gedung kantor utama yang digunakan sebagai pusat administrasi, perencanaan, serta pelayanan masyarakat. Selain itu, tersedia ruang kerja pegawai, ruang rapat, dan area pelayanan terpadu. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas ruang arsip dan ruang layanan publik yang representatif.
2. Peralatan Perkantoran
Fasilitas perkantoran berupa meja kerja, kursi, lemari arsip, komputer, printer, dan peralatan administrasi lainnya secara umum sudah tersedia. Namun, sebagian peralatan sudah memasuki usia pakai yang cukup lama sehingga memerlukan peremajaan agar lebih optimal mendukung kinerja pegawai.
3. Sarana Teknologi Informasi
Untuk mendukung proses pelayanan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah telah memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik seperti aplikasi e-PBB, e-BPHTB, dan sistem informasi pendapatan daerah (SIMPAD). Fasilitas jaringan internet, server, serta perangkat komputer telah tersedia, namun kapasitas jaringan dan kebutuhan server masih perlu ditingkatkan agar pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.


4. Sarana Transportasi
Dalam rangka menunjang kegiatan operasional lapangan, Badan Pendapatan Daerah memiliki beberapa unit kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan pelayanan keliling, monitoring, serta koordinasi antar perangkat daerah. Namun demikian, kondisi sebagian kendaraan sudah menurun dan membutuhkan peremajaan.
5. Permasalahan dan Tantangan
Walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki relatif memadai, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan ruang pelayanan publik yang nyaman, keterbatasan kapasitas jaringan teknologi informasi, serta peralatan kantor yang sudah menurun kualitasnya. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital.
6. Arah Pengembangan
Ke depan, penguatan sarana dan prasarana akan diarahkan pada:
· Peningkatan kualitas dan kapasitas teknologi informasi.
· Pengadaan sarana perkantoran yang modern dan ergonomis.
· Penyediaan ruang pelayanan publik yang lebih representatif.
· Peremajaan kendaraan operasional dan sarana penunjang lainnya.
Dengan adanya penguatan sarana dan prasarana tersebut, diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendukung pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah.
Informasi lebih rinci mengenai kondisi sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.7 berikut :

Tabel 2.1.7
Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 2025

	Jenis Sarana/Prasarana
	Jumlah/Kondisi
	Keterangan/Kebutuhan

	Gedung Kantor & Ruang Kerja
	1 gedung utama, ruang kerja tersedia namun terbatas
	Membutuhkan ruang arsip dan ruang pelayanan publik yang lebih representatif

	Peralatan Perkantoran
	Komputer ± 80 unit, printer ± 25 unit, meja/kursi/arsip
	Sebagian sudah tua, perlu peremajaan untuk mendukung efektivitas kerja

	Teknologi Informasi & Jaringan
	Aplikasi e-PBB, e-BPHTB, SIMPAD; jaringan LAN & internet tersedia
	Kapasitas server & bandwidth masih terbatas, perlu peningkatan untuk integrasi layanan digital

	Sarana Transportasi
	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit roda 2
	Sebagian dalam kondisi menurun, perlu peremajaan kendaraan operasional

	Ruang Pelayanan Publik
	Tersedia loket pelayanan
	Belum sepenuhnya nyaman, perlu modernisasi berbasis digital (antrian online, layar informasi)

	Sarana Rapat & Presentasi
	1 ruang rapat, proyektor & sound system
	Masih memadai, namun perlu pengembangan untuk mendukung rapat berbasis teknologi hybrid

	Fasilitas Pendukung Lainnya
	Toilet, mushola, area parkir
	Memadai, namun perlu pemeliharaan berkala




	No.
	Jenis Aset/Modal
	Jumlah Barang
	Kondisi
	Ket.

	
	
	
	Baik
	Rusak Berat
	

	1
	Kendaraan roda 4
	8
	8 unit
	
	 

	2
	Kendaraan roda 2
	55
	55 unit
	
	 

	


	Peralatan dan Mesin :
	
	
	
	 

	
	· Electrical General Genset
	2
	1 unit
	
	 

	
	- Penghancur Kertas
	
	
	
	 

	
	· Meja
	283
	274 Unit
	7 Unit
	 

	
	- Kursi
	472
	470 Unit.
	2 Unit
	 

	
	- Lemari File
	6
	6 Buah
	
	 

	
	· Alat Pengukur Waktu (Finger Print)
	9
	9 Unit
	
	 

	
	· Tablet Windows untuk Sistem Monitoring Pajak Daerah (Taping Box)
	21
	21 Unit
	
	

	
	· Laptop
	101
	101 Unit
	
	

	
	· PC Dekstop
	124
	124 Unit
	
	

	
	· Notebook
	8
	8 Unit
	
	

	
	· Hardisk External
	14
	14 Unit
	
	

	
	· Infocus
	2
	2
	
	

	
	· Printer Dot Matrik
	2
	2
	
	

	
	· Scanner
	9
	9
	
	

	
	· Printer
	139
	139
	
	

	
	· Jaringan Internet
	2
	2
	
	

	
	· Conference System
	4
	4
	
	

	
	· Handycam + Asesoris (Tripod dan Tas)
	1
	1
	
	

	
	· Camera + Asesoris (Digital Filter, Tripod dan Tas)
	25
	25
	
	

	
	· Lensa Kamera
	6
	6
	
	

	
	· Sound System
	14
	14
	
	

	
	· Paket CCTV HD 1080p 2mp
	
1

	1
	
	

	
	Gedung dan Bangunan :
	
	
	
	

	
	· Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
	1
	(1 Paket)
	 
	 

	
	· Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
	
	
	
	

	3
	Aset lainnya :
	
	
	
	

	
	· Perangkat Lunak Dashboard Monitoring
	1
	(1 Paket)
	
	


Tabel    2.1.8
Daftar Aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
C. Kinerja Pelayanan Bapenda
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah dengan tanggungjawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Selama periode 5 tahun terakhir, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan proses administratif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan alur pelayanan. Komitmen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan dorongan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang menjadi fokus utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang meliputi layanan Pengelolaan Pajak Daerah berperan aktif dalam fasilitasi koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola internal, penyediaan sarana prasarana yang inklusif dan ramah kelompok rentan, serta percepatan transformasi digital, pelatihan rutin bagi petugas front office, serta kerjasama lintas sektor dengan dinas terkait merupakan bagian dari strategis peningkatan kinerja pelayanan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam setiap bentuk pelayanannya. 
Untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah memenuhi ekspektasi masyarakat.
Selama periode 5 tahun terakhir, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inisiatif perbaikan internal. Namun demikian, hasil survei IKM juga menunjukan dinamika capaian dari tahun ke tahun, yang menjadi indikator penting bagi perencanaan strategis ke depan. Fluktuasi capaian IKM turut mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor, baik internal seperti keterbatasan sumber daya dan sarana, maupun ekstrenal seperti perubahan kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2024. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan pelayanan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.9
[bookmark: _heading=h.m57pgjr3lgcl]Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

	No
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
	Target NSPK (SPM)
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra SKPD Tahun 
	Realisasi Capaian Tahun 

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Persentase PAD terhadap Pendapatan
	 
	 
	 
	17.77
	18.99
	17.77
	18.99
	22.67
	16.09
	 16.58
	17.90
	18,23
	18.52



Tabel diatas menunjukan tren yang cukup positif dalam periode tahun 2020 hingga 2024, dengan kecenderungan peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun. IKM digunakan sebagai indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan publik dari sudut pandang masyarakat, serta menjadi tolak ukur dalam perbaikan dan penyesuaian strategis pelayanan di masa mendatang. 
    Perbandingan Target dan Realisasi
· Pada tahun 2020, target IKU ditetapkan sebesar 17,77 namun realisasi sedikit di bawah target yakni 16,09 menunjukkan adanya tantangan awal dalam pencapaian standar pelayanan/indikator kinerja utama.
· Tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan realisasi 16,58 meskipun tidak mencapai target tetapi ada kenaikan dari tahun sebelumnya.
· Tahun 2022 dan 2023 mengalami progres yang konsisten, dengan realisasi masing-masing 17,90 dan 18,23, meskipun tidak mencapai target tetapi ada kenaikan dari tahun sebelumnya.
· Tahun 2024 mengalami progres yang konsisten dengan realisasi 18,52 meskipun tidak mencapai target tetapi ada kenaikan dari tahun sebelumnya.

	
D. Kelompok Sasaran Layanan 
	Berikut adalah Kelompok Sasaran Layanan pada Bapenda Kabupaten Sumedang, yang merujuk pada pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah :
Kelompok Sasaran Layanan Bapenda Kabupaten Sumedang diantara adalah :
1. Wajib Pajak Daerah 
Merupakan sasaran utama layanan, meliputi:
· Wajib Pajak PBB- P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ) 
· Waji Pajak Reklame
· Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	
· Wajib Pajak Air Tanah dan Penerangan Jalan 
· Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pemerintah Daerah/OPD Terkait
Sebagai mitra koordinatif dalam proses:
· Perencanaan, pelaporan dan penatausahaan pajak daerah
· Penyediaan dan sinkronisasi data perizinan dan kepemilikan asset
· Monitoring dan evaluasi penerimaan daerah
[bookmark: _heading=h.6ldarawm12uz]3. Pemerintah Desa/Kelurahan
· Mendukung pendataan objek dan subjek pajak di wilayahnya
· Menerima bagian hasil pajak sebagai pendapatan transfer desa/kelurahan
· Turut menyosialisasikan kewajiban pajak ke masyarakat
[bookmark: _heading=h.jnqpme9rksib]4. Masyarakat Umum
· Mendapatkan layanan informasi publik terkait pajak daerah
· Memperoleh akses transparan terhadap mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak
· [bookmark: _heading=h.lzk25njsrln5]Terlibat dalam pengawasan penerimaan pajak daerah
5. Pelaku Usaha / Investor
· Mendapatkan kepastian layanan pajak daerah dalam proses perizinan usaha
· Menjadi subjek pajak dari sektor usaha, properti, maupun jasa
· Diarahkan untuk mendukung tertib administrasi perpajakan daerah
6. Lembaga Pengawas dan Aparat Penegak Hukum
· Menerima data dan laporan untuk kepentingan pengawasan dan audit
· Bekerja sama dalam hal penindakan terhadap pelanggaran perpajakan daerah
E.	Mitra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam Pemberian Pelayanan
Berikut adalah daftar Mitra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang dalam Pemberian Pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi pendapatan :
[bookmark: _heading=h.1iaz0ibkbgb1]1. Perangkat Daerah Terkait (OPD)
· Dinas Komunikasi dan Informatika: Pengelolaan sistem informasi dan layanan digitalisasi pajak.
· Dinas Penanaman Modal dan PTSP: Integrasi data perizinan usaha dengan objek pajak.
· BPKAD: Rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pajak ke kas daerah.
· Inspektorat Daerah: Pengawasan internal terhadap pengelolaan pajak daerah.
· Bappeda: Penyelarasan perencanaan pendapatan dalam RPJMD dan RKPD.
[bookmark: _heading=h.hkefsjbh1avr]2. Pemerintah Desa dan Kelurahan
· Mendukung pendataan objek/subjek pajak.
· Sosialisasi kewajiban pajak kepada masyarakat.
· Membantu pemutakhiran data dan pelacakan wajib pajak.
[bookmark: _heading=h.xc5y1tjm34ec]3. Bank Pembangunan Daerah / Bank Mitra Pembayaran
· Fasilitasi transaksi pembayaran pajak daerah (PBB, BPHTB, dll).
· Integrasi sistem pembayaran online (host to host).
· Contoh: Bank BJB sebagai bank persepsi utama.
[bookmark: _heading=h.pw5irjnmz4r6]4. Kantor Pertanahan (ATR/BPN)
· Kerja sama dalam verifikasi objek pajak tanah dan bangunan.
· Penyediaan dan sinkronisasi data peta zona nilai tanah (ZNT) dan sertifikat.
[bookmark: _heading=h.rn7aokiiqmcv]5. KPP Pratama / Kemenkeu (DJP & DJPK)
· Koordinasi terkait pembinaan pajak pusat dan transfer DBH Pajak.
· Dukungan dalam digitalisasi dan edukasi wajib pajak.
[bookmark: _heading=h.j8x9cgqswvu8]6. Badan Pusat Statistik (BPS)
· Dukungan data makro, zonasi wilayah, dan basis data sosial ekonomi untuk analisis potensi pajak.
[bookmark: _heading=h.hao24m8y0r57]7. Kejaksaan / Kepolisian
· Pendampingan hukum dan penanganan penagihan tunggakan pajak (TP-TGR).
· Penguatan fungsi penegakan kepatuhan pajak.
[bookmark: _heading=h.ndlfce48o0rz]8. Lembaga Pengawasan Eksternal
· BPK RI dan BPKP: Pemeriksaan dan audit atas pengelolaan pendapatan daerah.
· KPK RI (melalui MCP): Monitoring pencegahan korupsi sektor pajak daerah.
[bookmark: _heading=h.kaivy4y4kysa]9. Lembaga Pendidikan / Akademisi
· Kolaborasi dalam pengembangan sistem perhitungan pajak, zonasi NJOP, dan kajian kebijakan fiskal lokal.

F.	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang menjadi tugas utama Bapenda. Dukungan tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:
1. Dukungan Teknis dan Operasional
· Bank BJB Cabang Sumedang (sebagai BUMD perbankan):
· Menyediakan fasilitas host-to-host system untuk layanan pembayaran pajak daerah secara online.
· Menyediakan kanal pembayaran PBB, BPHTB, dan pajak lainnya melalui ATM, mobile banking, internet banking, dan teller.
· Menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) di loket pelayanan Bapenda.
[bookmark: _heading=h.1470slzjaqn]2. Peningkatan Akses Pembayaran Pajak
· Memperluas titik layanan pembayaran melalui kantor cabang pembantu dan agen BJB di desa/kelurahan.
· Mendekatkan pelayanan ke masyarakat sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _heading=h.ikt01w21euc8]3. Dukungan Literasi dan Sosialisasi
· BUMD dapat terlibat dalam program edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait kewajiban perpajakan daerah.
· Kolaborasi dalam kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung kampanye sadar pajak.
[bookmark: _heading=h.3r68iclt92ku]4. Kontribusi Langsung terhadap PAD
· BUMD sendiri merupakan objek pengawasan dan penyumbang dividen kepada pendapatan daerah.
· Kinerja BUMD yang sehat memperbesar kontribusi laba sebagai Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.
[bookmark: _heading=h.62xi49uh3ejo]5. Pemanfaatan Data dan Sistem
· Integrasi data transaksi BUMD (misalnya PDAM, pasar daerah, dan bank daerah) dapat digunakan oleh Bapenda untuk:
· Pemutakhiran basis data wajib pajak,
· Identifikasi potensi pajak dari kegiatan usaha daerah.
[bookmark: _heading=h.lknulfkzwtfn]6. Mendukung Program Transformasi Digital
· BUMD perbankan seperti Bank BJB berperan dalam mendukung digitalisasi sistem pajak daerah, sesuai arahan KPK dalam MCP dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Peran dan dukungan BUMD, khususnya Bank BJB, secara nyata mendukung kinerja strategis Bapenda Kabupaten Sumedang dalam hal peningkatan pelayanan, efisiensi penagihan, serta pencapaian target pendapatan daerah. Kerja sama ini perlu terus diperkuat dan diperluas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

G.	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.
Lingkungan internal mencakup kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (Opportunities) dan tantangan (Threat) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :
a. Kekuatan merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
b. Kelemahan merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
c. Peluang merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
d. Ancaman merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.
1.	Analisis Lingkungan Internal 
a.        Kekuatan (Strengths)
1)    Jumlah pegawai telah memadai
Kondisi jumlah pegawai di Bapenda saat ini secara jumlah telah memenuhi/memadai, yakni terdiri dari jumlah PNS sebanyak 53 orang dan Non PNS sebanyak 54 orang. Dilihat dari jenjang pendidikan karyawan Bapenda terdiri dari tingkat SMA sebanyak 13 (tiga belas) orang, Diploma sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, S2 sebanyak 16 (enam belas) orang. Dari jumlah tersebut merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM, sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda.
2) Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi
Komitmen pimpinan Bapenda sangat tinggi untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan, arahan dan aktivitas pimpinan dalam mendorong semua aparatur Bapenda sangat kuat, ini dibuktikan dengan upaya pencapaian target yang harus maksimal (100%) realisasi di dalam mencapai target pendapatan.
b. Kelemahan (weakness)
1) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan badan;
Dari sarana prasarana yang dimiliki Bapenda masih ada beberapa sarana prasarana yang belum dimiliki dan ini mengganggu kinerja Bapenda. Diantaranya mobil layanan operasional keliling yang terintegrasi dengan sistem, mobil Skylive untuk operasional reklame, ruang server yang memadai, kapasitas bandwitch, gudang, mesin cetak PBB, mesin cetak Porporasi, dan peremajaan secara berkala kendaraan operasional.
2) Kualitas pegawai belum memadai;
Dari jumlah pegawai yang dimilki Bapenda baik PNS maupun Non PNS masih memerlukan peningkatan kualitas dan kompetensi melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi di antaranya pegawai yang memiliki kompetensi dengan mengikut sertakan pada Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita.
3) Standar operasional prosedur belum lengkap;
Perubahan SOTK dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Mengakibatkan perubahan SOP bidang pelayanan pajak daerah. Oleh karena itu ada beberapa SOP yang belum dilengkapi dan memerlukan perubahan atau dibuat baru.
4) Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat overlapping fungsi antar unit kerja);
SOTK baru yang sekarang diterapkan masih ada tumpang tindih1tugas pokok dan fungsi antar tiap bidang, sehingga menyulitkan alur kinerja antar SOP.
5)    Masih lemahnya kompetensi pegawai.

2.	Analisis Lingkungan Eksternal
a). Tantangan
1. Kondisi perekonomian daerah belum mendukung peningkatan pendapatan daerah;
2. Adanya wajib pajak yang belum taat;
Mewujudkan ketercapaian target penerimaan pajak daerah diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar tetapi juga tingkat ketepatan waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. 
Langkah yang perlu dilakukan oleh Bapenda pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap para wajib pajak yang sudah ditetapkan menjadi wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran tepat waktu.
b). Peluang
1) Peraturan Perundang-undangan yang mendukung;
UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah; dan 3. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penilaian penetapan pajak Daerah, serta penagihan dan keberatan pajak Daerah. Pendapatan Daerah meliputi :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat;
Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal, merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritoria. Sebagai bagian dalam penguatan sistem presidensial, maka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus harmonis agar terwujud koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan, serta kerja sama yang solid.
3. Adanya potensi pajak;
Potensi pajak daerah merupakan potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi pajak didefinisikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, atau sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat. Untuk menghitung potensi pajak diperlukan metode atau pendekatan
4. Adanya potensi pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi.
TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi pendataan, memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, serta memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.A Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil dan kualitas layanan yang diberikan.
Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup aspek pemerataan akses, kecepatan respons, dan keberlanjutan inovasi layanan. Di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dituntut mampu mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja.
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, arah fokus perbaikan ke depan akan mengerucut pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan secara setara, cepat, dan profesional. Fokus inilah yang akan menjadi isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada periode perencanaan 2025–2029.
Perumusan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Bapenda Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dengan Bapenda Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Sumedang periode 2025-2029. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

2.2.A.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
   Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
	
Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

	
No

	Aspek
	Permasalahan

	1
	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	1. Belum optimalnya integrasi aplikasi pajak/retribusi daerah dengan sistem pusat maupun antar perangkat daerah.
2. Kapasitas server, jaringan, dan SDM IT masih terbatas.
3. Pemanfaatan data belum maksimal untuk analisis potensi pajak/retribusi.

	2
	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
2. Basis data objek dan subjek pajak belum sepenuhnya mutakhir.
3. Masih ada potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan.
4. Sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat masih terbatas.

	3
	Permasalahan dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah;
2. Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah;
3. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar;
4. Terdapatnya data piutang yang tidak valid.

	4
	Permasalahan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	1. Perencanaan target pendapatan masih sering didasarkan pada tren historis, belum sepenuhnya berbasis potensi riil.
2. Keterbatasan inovasi dalam menggali sumber PAD baru.
3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam perencanaan berbasis data (data driven planning).



2.2.A.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L Provinsi yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.
Kesesuaian antara capaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2025-2029 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pendapatan. 
Faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang dalam membayar pajak sedangkan alokasi dana transfer dapat mendorong terpenuhinya pelayanan publik melalui pembangunan di Kabupaten Sumedang menjadi faktor pendorong dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

2.2.A.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.
Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :
a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
aspek pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah
mengemban amanah untuk menjamin tersedianya anggaran pendapatan
daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pembangunan daerah, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang sebagaimana
diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang, serta terpenuhinya prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu strategi penataan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumedang pada poin-poin berikut ini akan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, dan hasil pajak daerah serta retribusi daerah, yaitu :
1. Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai
dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik
wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup;
2. Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas,
aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sumedang.

2.2.B Isu Strategis
Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah; 
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 
4. Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.













































Tabel 2.2.2
	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan
	Permasalahan PD
	Isu KLHS / RPJMD yang Relevan dengan PD
	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD
	
(8) Isu Strategis PD

	
	
	
	Global
	Nasional
	Regional (Provinsi Jawa Barat)
	Lokal (Kabupaten Sumedang)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Potensi Pajak Daerah (PBB, BPHTB, Pajak Restoran, Hotel, Reklame, dll)
	Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, basis data belum akurat
	Arah kebijakan peningkatan PAD untuk mendukung kemandirian fiskal
	Tren digitalisasi pajak & smart government
	Kebijakan penguatan PAD dalam rangka mengurangi ketergantungan pada transfer pusat
	Target Jabar Juara dalam optimalisasi pajak daerah berbasis teknologi
	Masih ada potensi kebocoran penerimaan & rendahnya kesadaran pajak
	Optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan kepatuhan, digitalisasi, dan penguatan basis data pajak

	Potensi Retribusi Daerah (Pelayanan tertentu)
	Tarif retribusi belum sepenuhnya disesuaikan dengan nilai keekonomian
	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan
	Global competitiveness mendorong efisiensi pelayanan
	Kebijakan penyederhanaan jenis retribusi sesuai UU HKPD
	Penyesuaian retribusi sesuai karakteristik daerah
	Masih ada retribusi yang belum optimal penyerapannya
	Penataan dan optimalisasi retribusi daerah agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat

	Potensi Pemanfaatan Aset Daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan aset untuk mendukung PAD
	Arah kebijakan pemanfaatan aset daerah secara produktif
	Global trend: asset management & good governance
	Instruksi nasional: optimalisasi aset BMD untuk mendukung PAD
	Jabar mendorong optimalisasi aset daerah menjadi sumber PAD
	Masih ada aset yang belum termanfaatkan secara maksimal
	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD

	Potensi Digitalisasi Layanan Pajak (e-PBB, e-BPHTB, e-SPPT, dll)
	Infrastruktur TI & SDM masih terbatas
	Transformasi digital pelayanan publik
	Revolusi industri 4.0
	Percepatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
	Jawa Barat Digital Province
	Masih ada kendala jaringan/infrastruktur di desa
	Penguatan transformasi digital pajak daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan dan transparansi



Dalam konsep mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sebelum merumuskan isu strategis, maka perlu dirumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh OPD, yaitu :

Tabel 2.2.3  Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah
dan Rumusan Solusinya

No	ASPEK	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	1.      Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah	1.     Penyelenggaraan pajak keliling;
			2.     Peningkatan pelayanan pajak daerah;
			3.     Peningkatan kompetensi pegawai;
			4.     Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah);
			5.     Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak;
		2.      Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	1.     Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) sistem informasi perpajakan
			2.     Pemeliharaan system informasi perpajakan;
			3.     Pendidikan dan pelatihan sistem informasi pajak daerah; 
			4.     Sosialisasi layanan pajak;
			5.     Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan pajak daerah.
2	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. kesadaran subjek pajak daerah masih rendah	sosialisasi tentang kewajiban perpajakan terhadap subjek pajak daerah
		2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah	peningkatan kompetensi pegawai serta sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah
		3. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur	penyempurnaan regulasi pajak daerah 
			
		4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah	1. Pemutakhiran peta blok/SIG
			2. Pemutakhiran data objek pajak daerah lainnya
		5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi bapenda	pemenuhan data dukung  potensi pajak daerah sebagai bahan untuk pengemabangan fitur aplikasi
3	BIDANG PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah	1. Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa;
			2 pembinaan terhadap SDM di Bapenda baik secara kuantitas dan kualitas
			3 Penyampaian surat ketetapan pajak daerah secara tepat waktu
			4. Peningkatan Intensitas dan kecepatan proses himbauan dan penagihan pajak daerah
		2. Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah	sosialisasi mengenai ketentuan dan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak daerah
		3. Belum optimalnya Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar	1 pengendalian pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
			2 koordinasi dengan tim atau instansi penegak peraturan daerah di sektor pajak daerah
			3 penertiban subjek/objek pajak daerah
		4.     terdapatnya data piutang yang tidak valid	1. Rekonsiliasi data piutang/realisasi pajak daerah
			2. pemutakhiran data piutang realisasi pajak daerah
			3. pengembangan sistem pajak daerah
4	BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	1. belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah	penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pendapatan daerah
		2. belum optimalnya penggalian potensi pendapatan	Kajian penggalian potensi pendapatan
		3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah	Sosialisasi dan penyuluhan 


Rumusan solusi atas permasalahan pada masing-masing aspek pelayanan di atas, kemudian dirumuskan Isu-isu strategis atas permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

        Tabel 2.2.4  Isu Strategis
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	SOLUSI	ISU STRATEGIS
1	BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	1.      Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah	1.     Penyelenggaraan pajak keliling;	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
			2.     Peningkatan pelayanan pajak daerah;	
			3.     Peningkatan kompetensi pegawai;	
			4.     Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah);	
			5.     Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak;	
		2.      Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	1.     Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) sistem informasi perpajakan	
			2.     Pemeliharaan system informasi perpajakan;	
			3.     Pendidikan dan pelatihan sistem informasi pajak daerah; 	
			4.     Sosialisasi layanan pajak;	
			5.     Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan pajak daerah.	
2	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. kesadaran subjek pajak daerah masih rendah	sosialisasi tentang kewajiban perpajakan terhadap subjek pajak daerah	
		2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah	peningkatan kompetensi pegawai serta sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah	
		3. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur	penyempurnaan regulasi pajak daerah 	
				
		4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah	1. Pemutakhiran peta blok/SIG	
			2. Pemutakhiran data objek pajak daerah lainnya	
		5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi bapenda	3. Pemenuhan data dukung  potensi pajak daerah sebagai bahan untuk pengemabangan fitur aplikasi.	
3	BIDANG PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah	1. Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa;	
			2 pembinaan terhadap SDM di Bapenda baik secara kuantitas dan kualitas	
			3 Penyampaian surat ketetapan pajak daerah secara tepat waktu	
			4. Peningkatan Intensitas dan kecepatan proses himbauan dan penagihan pajak daerah	
		2. Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah	sosialisasi mengenai ketentuan dan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak daerah	
		3. Belum optimalnya Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar	1 pengendalian pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah	
			2 koordinasi dengan tim atau instansi penegak peraturan daerah di sektor pajak daerah	
			3 penertiban subjek/objek pajak daerah	
		4.     terdapatnya data piutang yang tidak valid	1. Rekonsiliasi data piutang/realisasi pajak daerah	
			2. pemutakhiran data piutang realisasi pajak daerah	
			3. pengembangan sistem pajak daerah	
4	BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	1. belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah	penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pendapatan daerah	
		2. belum optimalnya penggalian potensi pendapatan	Kajian penggalian potensi pendapatan	
		3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah	Sosialisasi dan penyuluhan 	


Dari tabel 2.2.6 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan pendapatan daerah adalah masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah.
Dari isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah adalah Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah.





































	




BAB III
TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1	Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. 
Tujuan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam periode 2025 - 2029 secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional. Terdapat satu tujuan utama yang hendak dicapai adalah : “Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah”
Tujuan Bapenda dalam 5 tahun mendatang di atas dirumuskan melalui analisis pohon masalah di bawah sehingga juga dapat dirumuskan indikator sasaran untuk setiap isu-isu strategis. 
Konsep Renstra disusun berdasarkan sasaran RPJMD dengan memperhatikan Tujuan – Sasaran-Outcome-Ouput yang selaras dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang .

Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang[image: ]
Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam gambar 3.2 :

[image: ]Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

	

Tabel 3.1.1
  Akar Permasalahan

	Akar Permasalahan

	1.
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah belum berbasis data yang akurat dan terkini, sehingga estimasi potensi, target penerimaan, serta strategi pemungutan belum optimal dan kurang tepat sasaran. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas program peningkatan pendapatan daerah.

	2.
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah :
 Masih lemahnya analisis potensi dan tren pertumbuhan objek pajak menyebabkan pengembangan jenis dan besaran pajak daerah tidak berbasis data yang akurat dan terkini. Hal ini berdampak pada kurangnya inovasi kebijakan pajak dan tidak optimalnya perluasan basis pajak (ekstensifikasi).
2. Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah : 
Penyusunan regulasi pajak daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung ekonomi lokal, kepatuhan wajib pajak, dan integrasi sistem digital. Selain itu, kebijakan yang ada cenderung kurang adaptif terhadap dinamika usaha dan belum memberikan insentif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

	3.
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah masih belum merata dan kurang efektif, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajiban perpajakannya secara utuh, termasuk prosedur, tarif, dan manfaat pembayaran pajak daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

	4.
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	Sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung sistem pelayanan pajak yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan pelayanan, pendataan, dan penagihan pajak secara optimal.

	5.
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah merupakan tahap awal dalam proses pemungutan pajak yang sangat krusial. Permasalahan pada tahap ini sering kali disebabkan oleh data yang tidak akurat, belum lengkap, atau belum mutakhir terkait objek pajak (seperti tanah, bangunan, usaha, kendaraan, dan sebagainya). Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi juga menghambat validitas dan efektivitas pendataan. Akibatnya, banyak potensi pajak yang tidak teridentifikasi atau tidak terdaftar, sehingga mengurangi basis penerimaan daerah secara keseluruhan.

	6.
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	1. Pengolahan Basis Data Pajak Daerah
Pengolahan data pajak belum optimal karena masih banyak dilakukan secara manual atau belum terintegrasi antarsektor. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta berisiko terjadi duplikasi atau kehilangan data.
2. Pemeliharaan Basis Data
Pemeliharaan data belum dilakukan secara berkala. Banyak data yang tidak diperbarui sesuai dengan perubahan di lapangan, seperti perubahan kepemilikan atau fungsi objek pajak. Akibatnya, potensi penerimaan tidak tergambar secara akurat dan berdampak pada kurangnya penagihan aktif.
3. Pelaporan Basis Data
Pelaporan pajak belum ditunjang sistem pelaporan yang akurat dan real-time. Minimnya dashboard monitoring atau sistem pelaporan digital membuat pengambilan keputusan strategis menjadi lambat, serta menyulitkan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja pajak daerah.

	7.
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Penilaian PBB-P2 :
Akar permasalahan dari sisi PBB-P2 umumnya terletak pada:
· Basis data objek pajak yang belum akurat atau mutakhir, seperti luas tanah/bangunan, penggunaan, dan nilai jual.
· Kurangnya SDM dan teknologi untuk melakukan penilaian massal secara rutin, sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak mencerminkan harga pasar.
· Minimnya sosialisasi dan kesadaran wajib pajak, yang menyebabkan kepatuhan rendah.
Penilaian BPHTB :
Untuk BPHTB, akar permasalahan umumnya mencakup:
· Kurangnya integrasi data transaksi properti, sehingga penetapan nilai transaksi seringkali tidak sesuai dengan nilai pasar sebenarnya.
· Adanya celah dalam pelaporan nilai transaksi, karena masih mengandalkan pernyataan dari pihak yang bertransaksi.
· Keterbatasan pengawasan dan verifikasi lapangan, yang menyebabkan potensi kebocoran atau underreporting nilai perolehan hak atas tanah/bangunan.

	8.
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	Penetapan Wajib Pajak Daerah merupakan proses penentuan subjek atau pihak yang wajib membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan pada tahap ini sering kali muncul karena basis data yang belum akurat, minimnya pendataan objek pajak, dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Akibatnya, banyak potensi pajak yang tidak teridentifikasi atau tidak tercatat, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan daerah dari sektor pajak.

	9.
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah merupakan bagian penting dalam mendukung kepatuhan dan partisipasi wajib pajak. Namun, akar permasalahan yang sering muncul adalah:
· Kurangnya aksesibilitas layanan, seperti keterbatasan kanal digital atau loket layanan fisik yang tidak merata.
· Minimnya pemahaman wajib pajak akibat kurangnya edukasi atau sosialisasi yang efektif dari pemerintah daerah.
· Respons layanan yang lambat atau tidak proaktif, menyebabkan wajib pajak enggan berkonsultasi atau mengalami kebingungan dalam proses pembayaran.
· Sumber daya manusia yang terbatas atau belum kompeten dalam memberikan informasi dan solusi terkait peraturan pajak daerah.
Hal-hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang akhirnya menurunkan penerimaan pendapatan daerah.

	10.
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang muncul biasanya terkait dengan kurangnya akurasi, keterlambatan, atau ketidaksesuaian pelaporan, yang disebabkan oleh minimnya pengawasan, kurangnya kapasitas petugas, serta sistem verifikasi yang belum optimal. Hal ini berdampak pada tidak terdeteksinya potensi pendapatan daerah secara maksimal, sehingga menyebabkan penerimaan pajak dan retribusi menjadi rendah.

	11.
	Penagihan Pajak Daerah
	Penagihan pajak daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menagih kewajiban pembayaran pajak dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah sering muncul karena sistem penagihan yang belum terintegrasi, keterbatasan sumber daya petugas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan tunggakan pajak tinggi dan berpengaruh langsung pada rendahnya penerimaan pendapatan daerah.

	12.
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah merupakan proses administratif yang dilakukan wajib pajak daerah ketika tidak setuju atas besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses ini sering memakan waktu lama karena kurangnya SDM yang kompeten, prosedur yang belum efisien, serta sistem pendukung yang belum terintegrasi secara digital. Akibatnya, banyak potensi penerimaan yang tertunda atau bahkan hilang karena proses keberatan yang tidak terselesaikan tepat waktu.

	13.
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	Pengendalian Pajak Daerah : 
Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak berjalan sesuai aturan dan target. Pengendalian yang lemah dapat menyebabkan kebocoran penerimaan, kesalahan administrasi, atau kurangnya kepatuhan wajib pajak.
Pemeriksaan Pajak Daerah : 
Pemeriksaan adalah proses pengecekan terhadap laporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak untuk memastikan keakuratan dan kejujurannya. Jika pemeriksaan jarang dilakukan atau tidak  menyeluruh, potensi pajak terlewatkan atau dilaporkan tidak sesuai akan tinggi.
Pengawasan Pajak Daerah : 
Pengawasan bertujuan memastikan bahwa petugas pajak menjalankan tugas sesuai prosedur, serta memantau aktivitas wajib pajak secara berkala. Kurangnya pengawasan menyebabkan lemahnya disiplin pegawai, potensi manipulasi data, serta menurunnya kepercayaan publik.

	14.
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi merujuk pada upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh proses pemungutan, pencatatan, pelaporan, hingga penyetoran pajak dan retribusi daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Jika fungsi pembinaan (seperti pelatihan, sosialisasi, dan asistensi teknis kepada petugas) serta pengawasan (seperti audit internal, evaluasi kinerja, dan pengendalian) belum berjalan optimal, maka dapat terjadi kebocoran penerimaan, ketidaktepatan penetapan, ataurendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal inilah yang menjadi akar dari belum optimalnya pelayanan dan berdampak pada rendahnya pendapatan daerah secara keseluruhan.

	15.
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dapat menjadi akar permasalahan karena belum optimalnya implementasi ETPD menyebabkan :
· Pelayanan pajak dan retribusi masih manual atau semi-digital, sehingga lambat, tidak efisien, dan rawan kebocoran.
· Masyarakat kesulitan dalam melakukan pembayaran karena keterbatasan kanal pembayaran non-tunai.
· Data penerimaan tidak real-time, menyulitkan pengawasan dan perencanaan anggaran.
Dengan kata lain, tanpa elektronifikasi yang maksimal, pemerintah daerah kesulitan dalam meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi yang efisien, yang akhirnya berdampak pada rendahnya penerimaan pendapatan daerah.



SOLUSI PERMASALAH :
1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
· Solusi: Menerapkan sistem perencanaan berbasis data untuk pengelolaan pajak daerah. Ini melibatkan penggunaan data yang akurat dan terkini untuk estimasi potensi, target penerimaan, dan strategi pemungutan guna memastikan pemungutan yang optimal dan tepat sasuran.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
· Solusi untuk Analisa dan Pengembangan: Memperkuat analisis potensi dan tren pertumbuhan objek pajak dengan menggunakan data yang akurat dan terkini untuk mengembangkan jenis pajak baru dan menyesuaikan besaran pajak daerah. Ini akan mendorong inovasi kebijakan dan perluasan basis pajak yang optimal.
· Solusi untuk Perumusan Kebijakan: Merumuskan peraturan pajak daerah yang mempertimbangkan daya dukung ekonomi lokal, kepatuhan wajib pajak, dan integrasi sistem digital. Kebijakan harus adaptif terhadap dinamika usaha dan memberikan insentif untuk partisipasi aktif masyarakat.

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
· Solusi: Melaksanakan program penyuluhan dan penyebarluasan yang komprehensif dan efektif untuk memastikan wajib pajak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk prosedur, tarif, dan manfaat pembayaran pajak daerah.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
· Solusi: Menyediakan sarana dan prasarana yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan pajak yang efisien, pendataan, dan penagihan pajak secara optimal.
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
· Solusi: Meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu data objek pajak (seperti tanah, bangunan, usaha, kendaraan). Meningkatkan koordinasi antar instansi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memvalidasi dan mengumpulkan data secara efektif, memastikan semua potensi objek pajak teridentifikasi dan terdaftar.
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
· Solusi untuk Pengolahan Data: Mengoptimalkan pengolahan data pajak dengan mengurangi prosedur manual dan mengintegrasikan data antar sektor untuk mencegah keterlambatan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta duplikasi atau kehilangan data.
· Solusi untuk Pemeliharaan Data: Melakukan pemeliharaan data secara berkala untuk memastikan data diperbarui sesuai dengan perubahan di lapangan, seperti perubahan kepemilikan atau fungsi objek pajak.
· Solusi untuk Pelaporan Data: Mengembangkan sistem pelaporan yang akurat dan real-time, termasuk dashboard monitoring digital, untuk memfasilitasi pengambilan keputusan strategis yang tepat waktu, evaluasi, dan pengawasan kinerja pajak daerah.
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
· Solusi untuk Penilaian PBB-P2: Memastikan basis data objek pajak yang akurat dan terkini, termasuk luas tanah/bangunan, penggunaan, dan nilai jual. Meningkatkan SDM dan teknologi untuk melakukan penilaian massal secara rutin agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mencerminkan harga pasar. Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran wajib pajak.
· Solusi untuk Penilaian BPHTB: Meningkatkan integrasi data transaksi properti untuk memastikan penetapan nilai transaksi sesuai dengan nilai pasar sebenarnya. Menutup celah dalam pelaporan nilai transaksi dan memperkuat pengawasan serta verifikasi lapangan untuk mencegah kebocoran atau underreporting nilai perolehan hak atas tanah/bangunan.
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
· Solusi: Membangun basis data yang akurat, meningkatkan pendataan objek pajak, dan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan semua potensi wajib pajak teridentifikasi dan tercatat.
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
· Solusi: Meningkatkan aksesibilitas layanan melalui berbagai saluran, termasuk platform digital dan loket layanan fisik yang merata. Meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif. Memberikan respons layanan yang cepat dan proaktif serta memastikan sumber daya manusia yang kompeten tersedia untuk memberikan informasi dan solusi terkait peraturan pajak daerah.
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
· Solusi: Memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas petugas, dan mengoptimalkan sistem verifikasi untuk memastikan akurasi, ketepatan waktu, dan kesesuaian pelaporan data dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.
11. Penagihan Pajak Daerah
· Solusi: Menerapkan sistem penagihan yang terintegrasi, meningkatkan sumber daya petugas, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan daerah.
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
· Solusi: Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten, menyederhanakan prosedur, dan mengintegrasikan sistem pendukung secara digital untuk memastikan penyelesaian keberatan pajak tepat waktu, mencegah potensi penerimaan yang tertunda atau hilang.
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
· Solusi untuk Pengendalian: Memperkuat mekanisme pengendalian untuk memastikan seluruh proses pemungutan pajak berjalan sesuai aturan dan target, mencegah kebocoran penerimaan, kesalahan administrasi, atau kurangnya kepatuhan wajib pajak.
· Solusi untuk Pemeriksaan: Melakukan pemeriksaan laporan dan pembayaran pajak wajib pajak secara teratur dan menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan kejujurannya, mencegah potensi pajak yang terlewatkan atau dilaporkan tidak sesuai.
· Solusi untuk Pengawasan: Meningkatkan pengawasan untuk memastikan petugas pajak menjalankan tugas sesuai prosedur dan memantau aktivitas wajib pajak secara berkala, memperkuat disiplin pegawai, mencegah potensi manipulasi data, dan meningkatkan kepercayaan publik.
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan 
Retribusi
· Solusi: Mengoptimalkan fungsi pembinaan (seperti pelatihan, sosialisasi, dan asistensi teknis kepada petugas) serta fungsi pengawasan (seperti audit internal, evaluasi kinerja, dan pengendalian) untuk memastikan seluruh proses pemungutan, pencatatan, pelaporan, hingga penyetoran pajak dan retribusi daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
· Solusi: Mengoptimalkan implementasi ETPD untuk memungkinkan layanan pajak dan retribusi yang modern, efisien, dan digital. Ini termasuk menyediakan berbagai saluran pembayaran non-tunai untuk masyarakat, memastikan data penerimaan real-time untuk pemantauan dan perencanaan anggaran yang efektif, dan mengurangi proses manual untuk meminimalkan potensi kebocoran.
3.2 	Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan sebagai berikut:
· Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah. Persentase PAD terhadap Pendapatan akan menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini.

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR
	SATUAN
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	KET

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah
	Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
	Persentase PAD terhadap Pendapatan
	Persen
	23,43%
	22,70%
	23,23%
	23,76%
	24,30%
	24,85%
	Target bertahap naik seiring intensifikasi dan ekstensifikasi pajak



3.3 	Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 
Strategi pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis. Strategi yang diterapkan antara lain:
1. Optimalisasi seluruh potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Penguatan sistem manajemen pendapatan berbasis digital dan integrasi antar sistem data OPD.
3. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Pemutakhiran dan validasi basis data objek dan subjek pajak secara berkelanjutan.
5. Pengembangan kemitraan strategis dengan pihak perbankan, lembaga keuangan, desa, dan sektor swasta.
6. Peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi dan transparansi layanan perpajakan.

Tabel 3.3
	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	

	TAHAP I
 (2026)
	TAHAP II
 (2027)
	TAHAP III
 (2028)
	TAHAP IV
 (2029)
	TAHAP V
 (2030)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Identifikasi dan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah. Penguatan sistem informasi pajak daerah.
	Optimalisasi penagihan dan intensifikasi objek pajak eksisting. Penguatan regulasi dan SDM pengelola pendapatan.
	Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dan integrasi sistem pelayanan pajak daerah.
	Inovasi layanan berbasis digital untuk kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak. Evaluasi kinerja PAD secara menyeluruh.
	Penguatan pengelolaan pendapatan secara berkelanjutan.



Berdasarkan Tabel 3.3, strategi pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Tahap I (2026) merupakan tahap Identifikasi dan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah. Penguatan sistem informasi pajak daerah.
Tahap II (2027) diarahkan pada Optimalisasi penagihan dan intensifikasi objek pajak eksisting. Penguatan regulasi dan SDM pengelola pendapatan.
Tahap III (2028) berfokus pada Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dan integrasi sistem pelayanan pajak daerah.
Tahap IV (2029) merupakan tahap Inovasi layanan berbasis digital untuk kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak. Evaluasi kinerja PAD secara menyeluruh.
Tahap V (2030) menjadi fase puncak, yaitu Penguatan pengelolaan pendapatan secara berkelanjutan.
Dengan penahapan yang sistematis ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen dengan misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

3.4 	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:
Kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang adalah : 
1. meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah;
4. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
5. meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 

	No
	Operasionalisasi NSPK
	Arah Kebijakan RPJMD
	Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah
	Ket

	1
	Peningkatan kapasitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)
	Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)
	Penguatan basis data pajak/retribusi, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, serta pengawasan kepatuhan wajib pajak
	Mendukung kemandirian fiskal daerah

	2
	Pengembangan sistem informasi pajak daerah berbasis elektronik (SPBE)
	Digitalisasi pelayanan publik
	Implementasi e-PBB, e-BPHTB, e-SPPT, serta integrasi data dengan layanan pemerintah lainnya
	Mendukung transformasi digital daerah

	3
	Peningkatan kualitas pelayanan publik pajak/retribusi sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
	Meningkatkan kualitas layanan publik
	Modernisasi loket pelayanan, penyediaan layanan online, serta pembinaan SDM pelayanan pajak
	Mendorong kepuasan wajib pajak

	4
	Penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah
	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
	Penyusunan laporan realisasi PAD secara cepat, akurat, dan berbasis data digital
	Mendukung akuntabilitas kinerja Bapenda

	5
	Penataan regulasi pajak dan retribusi sesuai NSPK nasional
	Harmonisasi kebijakan fiskal daerah dengan pusat
	Penyesuaian Perda/Perbup terkait pajak dan retribusi dengan UU HKPD serta regulasi terbaru
	Menjamin kepastian hukum dalam pemungutan PAD



Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada upaya Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah
Tabel ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dioperasionalkan ke dalam rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga turunan kebijakan pada Perangkat Daerah.
1. Peningkatan Pelayanan Publik yang Efisien, Transparan, dan Responsif
Operasionalisasi NSPK pertama memprioritaskan penguatan pelayanan publik melalui penetapan standar layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Hal ini kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan RPJMD berupa:
· Penetapan standar waktu respon dan mekanisme tindak lanjut,
· Pengembangan layanan digital untuk aksesibilitas dan efisiensi,
· Edukasi masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
Dalam konteks Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, kebijakan ini diformulasikan lebih teknis melalui:
· Penetapan standar layanan minimal untuk seluruh jenis pelayanan publik,
· Penguatan sistem pelayanan berbasis digital (seperti manajemen antrian, pengaduan, dan layanan surat-menyurat),
· Edukasi dan sosialisasi layanan digital disertai pelibatan masyarakat dalam survei kepuasan untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi Operasionalisasi NSPK kedua diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan sinkronisasi lintas dokumen perencanaan. Kebijakan ini diterjemahkan dalam RPJMD melalui:
· Peningkatan akuntabilitas berbasis sasaran prioritas,
· Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
· Sinkronisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten.
Di tingkat Renstra Badan Pendapatan Daerah, kebijakan ini dijabarkan dalam tindakan nyata, antara lain:
· Penerapan pengukuran kinerja berbasis output yang terhubung dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Zona Integritas,
· Pelaporan kinerja secara terbuka melalui Musrenbang Antar OPD dan media publik,
· Sinkronisasi kegiatan dengan arah kebijakan kewilayahan yang relevan.
3.Peningkatan Partisipasi Masyarakat
	Sebagai penutup, dokumen ini juga menekankan perlunya meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam keseluruhan siklus kebijakan. Peningkatan kualitas pelibatan masyarakat lewat forum dialog, konsultasi publik, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk merespons aspirasi masyarakat dengan baik.
Secara keseluruhan, matriks operasionalisasi ini menunjukkan adanya konsistensi antara kebijakan nasional dan daerah dengan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Arah kebijakan yang disusun berfokus pada:
· Peningkatan pelayanan publik berbasis standar yang jelas, teknologi digital, dan akuntabilitas,
· Tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, partisipatif, dan akuntabel,
· Partisipasi masyarakat yang aktif sebagai wujud penguatan good governance di tingkat kecamatan.
Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang adaptif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat di era digital dan desentralisasi pembangunan daerah.






































	

	




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

	Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan, maka ditetapkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2025-2029.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap masyarakat.

4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 
	Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.
Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musrenbang SKPD, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Badan Pendapatan Daerah Sumedang dalam mendukung target pembangunan daerah.
Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.
Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resntra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
[image: ]
Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.
Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.
Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.
Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.
Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat OPD, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.
Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada setiap SKPD :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Tujuan dari program-program di atas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.
B. Program Urusan SKPD (Pengelolaan Pendapatan Daerah)  :
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.


Tabel 4. 1
 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
	Renstra Badan Pendapatan Daerah

	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 
	TUJUAN
	SASARAN
	OUTCOME 
	OUTPUT
	INDIKATOR
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	KET

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	 
	 
	Nilai Skor LPPD Kabupaten
	 
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah
	 
	Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah
	 
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	 
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyusunan 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Perencanaan,      Penganggaran,      dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah        Dokumen        Perencanaan Perangkat Daerah
	Penyusunan   Dokumen   Perencanaan Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah    Dokumen    RKA-SKPD    dan Laporan               Hasil               Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi            dan            Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah   Dokumen   Perubahan   RKA- SKPD  dan  Laporan  Hasil  Koordinasi Penyusunan     Dokumen     Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
	Jumlah    Dokumen    DPA-SKPD    dan Laporan               Hasil               Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi    dan    Penyusunan    DPA- SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Jumlah   Dokumen   Perubahan   DPA- SKPD  dan  Laporan  Hasil  Koordinasi Penyusunan     Dokumen     Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah  Laporan  Capaian  Kinerja  dan Ikhtisar  Realisasi   Kinerja   SKPD   dan Laporan               Hasil               Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Capaian        Kinerja        dan        Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Terselenggaranya forum perangkat daerah yang partisipatif dan akuntabel
	Jumlah    Berita    Acara    Hasil    Forum Perangkat        Daerah        Berdasarkan Bidang   Urusan   yang   Diampu   dalam Rangka         Penyusunan         Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan  Bidang   Urusan yang  Diampu  dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 
	Persentase Penyelesaian laporan administrasi keuangan perangkat daerah
	Administrasi      Keuangan      Perangkat
Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersampaikannya Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah   Orang   yang   Menerima   Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Jumlah      Dokumen      Penatausahaan dan    Pengujian/Verifikasi    Keuangan
SKPD
	Pelaksanaan       Penatausahaan       dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah  Laporan  Keuangan  Bulanan/ Triwulanan/   Semesteran   SKPD   dan Laporan       Koordinasi       Penyusunan Laporan                                         Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Keuangan      Bulanan/      Triwulanan/ Semesteran SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
	Administrasi    Barang    Milik    Daerah pada Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Jumlah  Rencana  Kebutuhan  Barang Milik Daerah SKPD
	Penyusunan  Perencanaan  Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Terlaksananya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah
	Jumlah        Dokumen        Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Pengamanan Barang  Milik Daerah SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah       Laporan       Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah pada SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Administrasi   Kepegawaian   Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian
	Jumlah    Dokumen    Pendataan    dan Pengolahan                             Administrasi Kepegawaian
	Pendataan             dan             Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi
	Jumlah   Pegawai   Berdasarkan   Tugas dan         Fungsi         yang         Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah       Orang       yang       Mengikuti Sosialisasi      Peraturan      Perundang- Undangan
	Sosialisasi      Peraturan      Perundang- Undangan
	 

	 
	 
	 
	 
	Terimplementasikannya Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah       Orang       yang       Mengikuti Bimbingan        Teknis       Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan        Teknis        Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah
	Administrasi         Umum         Perangkat
Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai
	Jumlah    Paket    Komponen    Instalasi Listrik/Penerangan  Bangunan  Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah        Paket        Peralatan        dan Perlengkapan              Kantor              yang Disediakan
	Penyediaan              Peralatan              dan Perlengkapan Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah      Paket      Peralatan      Rumah Tangga yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	Jumlah  Paket  Bahan  Logistik  Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah   Paket   Barang   Cetakan   dan
Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan     Barang     Cetakan     dan
Penggandaan
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah  Dokumen  Bahan  Bacaan  dan Peraturan  Perundang-Undangan  yang Disediakan
	Penyediaan      Bahan      Bacaan      dan Peraturan Perundang-undangan
	 

	 
	 
	 
	 
	Terlaksananya pelayanan penerimaan dan fasilitasi kunjungan tamu secara tertib dan representatif
	Jumlah  Laporan  Fasilitasi  Kunjungan
Tamu
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	 

	 
	 
	 
	 
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan Rapat     Koordinasi     dan     Konsultasi
SKPD
	Penyelenggaraan     Rapat     Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD
	Jumlah      Dokumen      Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD
	Penatausahaan   Arsip   Dinamis   pada
SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Terlaksananya dukungan teknis dan administratif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah           Dokumen           Dukungan Pelaksanaan     Sistem     Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik pada SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Pengadaan     Barang     Milik     Daerah Penunjang         Urusan         Pemerintah Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
	Jumlah   Unit   Kendaraan   Perorangan Dinas  atau  Kendaraan  Dinas  Jabatan
yang Disediakan
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya sarana transportasi dinas operasional atau lapangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
	Jumlah       Unit       Kendaraan       Dinas Operasional     atau     Lapangan     yang Disediakan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah    Unit    Alat    Angkutan    Darat
Tak Bermotor yang Disediakan
	Pengadaan  Alat  Angkutan  Darat  Tak
Bermotor
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Mebel
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah    Unit    Peralatan    dan    Mesin Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan      Peralatan      dan      Mesin Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Gedung kantau atau Bangunan Lainnya
	Jumlah    Unit    Gedung    Kantor    atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan      Gedung      Kantor      atau Bangunan Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana Gedung      Kantor      atau      Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan    Sarana    dan    Prasarana Gedung      Kantor      atau      Bangunan Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Penyediaan   Jasa   Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah    Laporan    Penyediaan    Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 

	 
	 
	 
	 
	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah    Laporan    Penyediaan    Jasa Komunikasi,   Sumber   Daya   Air   dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan          Jasa          Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	 

	 
	 
	 
	 
	Terlayaninya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah    Laporan    Penyediaan    Jasa Pelayanan       Umum       Kantor       yang Disediakan
	Penyediaan    Jasa    Pelayanan    Umum Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Penyelesaian laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Pemeliharaan    Barang    Milik   Daerah Penunjang      Urusan      Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah  Kendaraan  Perorangan  Dinas atau  Kendaraan  Dinas  Jabatan  yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan,   dan   Pajak   Kendaraan Perorangan    Dinas    atau    Kendaraan Dinas Jabatan
	 

	 
	 
	 
	 
	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah              Kendaraan              Dinas Operasional     atau     Lapangan     yang Dipelihara  dan  dibayarkan  Pajak  dan Perizinannya
	Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan,    Pajak    dan    Perizinan Kendaraan   Dinas   Operasional   atau Lapangan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Pemeliharaan Mebel
	 

	 
	 
	 
	 
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah  Peralatan  dan  Mesin  Lainnya
yang Dipelihara
	Pemeliharaan    Peralatan    dan    Mesin
Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah        Gedung        Kantor        dan Bangunan                Lainnya                yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi        Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	Terpeliharanya        Sarana dan   Prasarana   Gedung   Kantor   atau Bangunan Lainnya
	Jumlah       Sarana       dan       Prasarana Gedung      Kantor      atau      Bangunan Lainnya                                                     yang
Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi         Sarana dan   Prasarana   Gedung   Kantor   atau Bangunan Lainnya
	 

	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Terkendalinya Stabilitas Fiskal Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat
	 
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (IKK)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persentase Perencanaan terhadap Potensi PAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persentase Kualitas Perencanaan Pajak Daerah
	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	Jumlah             Dokumen             Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
	Perencanaan    Pengelolaan    Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Dokumen Analis dan Pengembangan Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak
Daerah
	Analisa    dan    Pengembangan    Pajak Daerah,  serta  Penyusunan  Kebijakan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersosialisasikannya Kebijakan Pajak Daerah
	Jumlah          Laporan          Pelaksanaan Penyuluhan       dan       Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	Penyuluhan       dan       Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persentase Kesesuaian Data Potensi Pajak Asli Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persentase Kualitas Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi
	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	Jumlah       Sarana       dan       Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	Penyediaan    Sarana    dan    Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah
	Jumlah  Laporan Hasil  Pendataan dan Pendaftaran     Objek     Pajak     Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
	Pendataan    dan    Pendaftaran    Objek Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Terbaharuinya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Jumlah          Objek          Pajak          yang Disesuaikan NJOP nya
	Penilaian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan    dan    Perkotaan    (PBBP2) serta  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Data Wajib Pajak Daerah Hasil Penelitian dan Verifikasi
	Jumlah  Data  Pelaporan  Pajak  Daerah yang  Telah  Dilakukan  Penelitian  dan Verifikasi
	Penelitian       dan       Verifikasi       Data Pelaporan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persentase Penerimaan Pajak Asli Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persentase Penerimaan Pajak Daerah
	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Terselesaikannya Ketetapan Wajib Pajak Daerah
	Jumlah    Dokumen    Ketetapan    Pajak Daerah
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tercapainya Target Pajak Daerah
	Jumlah  Dokumen  Hasil  Pelaksanaan
Penagihan Pajak Daerah
	Penagihan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Terselesaikannya keberatan pajak daerah sesuai ketentuan
	Jumlah  Dokumen  Hasil  Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Patuhnya Wajib Pajak terhadap Pajak Daerah
	Jumlah  Dokumen  Hasil  Pemeriksaan serta   Pengendalian   dan   Pengawasan
Pajak Daerah
	Pengendalian,        Pemeriksaan        dan Pengawasan Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Jumlah    Laporan    Hasil    Pembinaan dan           Pengawasan           Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Pembinaan           dan           Pengawasan Pengelolaan       Pajak       Daerah       dan Retribusi Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persentase Transaksi Pajak dan Retribusi yang Diproses Melalui Sistem Informasi
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persentase Wajib Pajak yang Terdaftar & Aktif
	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Tersusunnya Data Objek Subjek Pajak Daerah
	Jumlah   Laporan   Hasil   Pengolahan, Pemeliharaan,   dan   Pelaporan   Basis Data Pajak Daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	Jumlah     Layanan     dan     Konsultasi Pajak Daerah
	Pelayanan      dan      Konsultasi      Pajak Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Terintegrasinya Pengelolaan Pajak Daerah
	Jumlah        Laporan        Perkembangan Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah
Daerah
	Elektronifikasi   Transaksi  Pemerintah Daerah
	 



Secara keseluruhan, tabel ini memberikan peta operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
 
	Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengawasan dan Evaluasi. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (output) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian outcome berupa Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pengelolaan pendapatan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
c. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; 
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan;
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

























Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang


	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	SATUAN
	BASELINE
TAHUN 2024
	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
	KET 
	Perangkat Daerah Penanggungjawab

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	
	
	TARGET
	 PAGU (Rp) 
	TARGET
	PAGU (Rp)
	TARGET
	PAGU (Rp)
	TARGET
	PAGU (Rp)
	TARGET
	PAGU (Rp)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	KEUANGAN
	 
	 
	 
	        31.979.256.485 
	 
	34.325.000.000
	 
	36.715.000.000
	 
	38.650.000.000
	 
	40.975.000.000
	 
	Bapenda

	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	90,6
	93
	 
	95
	 
	96
	 
	96
	 
	96
	 
	 
	 

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Nilai
	93,23
	         98,00 
	        22.150.000.000 
	         99,50 
	22.750.000.000
	       100,00 
	23.150.000.000
	       100,00 
	23.500.000.000
	       100,00 
	24.500.000.000
	 
	 

	Perencanaan,      Penganggaran,      dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Penyusunan 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah
	Persen
	100
	100
	              100.500.000 
	100
	106.500.000
	100
	112.500.000
	100
	153.000.000
	100
	159.000.000
	 
	 

	Penyusunan   Dokumen   Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah
	Dokumen
	42.997.000
	2
	                35.000.000 
	2
	36.000.000
	2
	37.000.000
	2
	39.000.000
	2
	40.000.000
	 
	 

	Koordinasi            dan            Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Dokumen
	9.452.500
	1
	                  8.000.000 
	1
	9.000.000
	1
	10.000.000
	1
	12.000.000
	1
	13.000.000
	 
	 

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Dokumen
	5.985.000
	1
	                  4.000.000 
	1
	5.000.000
	1
	6.000.000
	1
	8.000.000
	1
	9.000.000
	 
	 

	Koordinasi    dan    Penyusunan    DPA- SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
	Dokumen
	4.322.500
	1
	                  4.500.000 
	1
	5.500.000
	1
	6.500.000
	1
	8.000.000
	1
	9.000.000
	 
	 

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Dokumen
	6.270.000
	1
	                  5.500.000 
	1
	6.500.000
	1
	7.500.000
	1
	9.000.000
	1
	10.000.000
	 
	 

	Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Capaian        Kinerja        dan        Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Laporan
	44.422.000
	3
	                23.500.000 
	3
	24.500.000
	3
	25.500.000
	3
	27.000.000
	3
	28.000.000
	 
	 

	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan  Bidang   Urusan yang  Diampu  dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terselenggaranya forum perangkat daerah yang partisipatif dan akuntabel
	Berita Acara
	0
	1
	                20.000.000 
	1
	20.000.000
	1
	20.000.000
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	 
	 

	Administrasi      Keuangan      Perangkat
Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 
	Persen
	100
	100
	        12.006.445.000 
	100
	12.507.445.000
	100
	13.008.445.000
	100
	13.509.700.000
	100
	14.011.500.000
	 
	 

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersampaikannya Gaji dan Tunjangan ASN
	Orang/bulan
	8.256.880.499
	56
	        12.000.000.000 
	56
	12.500.000.000
	56
	13.000.000.000
	56
	13.500.000.000
	56
	14.000.000.000
	 
	 

	Pelaksanaan       Penatausahaan       dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Dokumen
	20.187.500
	12
	                  3.245.000 
	12
	3.745.000
	12
	4.245.000
	12
	5.000.000
	12
	6.000.000
	 
	 

	Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Keuangan      Bulanan/      Triwulanan/ Semesteran SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Laporan
	20.520.000
	12
	                  3.200.000 
	12
	3.700.000
	12
	4.200.000
	12
	4.700.000
	12
	5.500.000
	 
	 

	Administrasi    Barang    Milik    Daerah pada Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah
	Persen
	100
	100
	                26.055.000 
	100
	29.000.000
	100
	32.000.000
	100
	35.000.000
	100
	38.000.000
	 
	 

	Penyusunan  Perencanaan  Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Dokumen
	5.749.400
	2
	                  8.055.000 
	2
	9.000.000
	2
	10.000.000
	2
	11.000.000
	2
	12.000.000
	 
	 

	Pengamanan Barang  Milik Daerah SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terlaksananya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah
	Dokumen
	 
	1
	                  8.000.000 
	1
	9.000.000
	1
	10.000.000
	1
	11.000.000
	1
	12.000.000
	 
	 

	Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah pada SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD
	Laporan
	8.350.000
	1
	                10.000.000 
	1
	11.000.000
	1
	12.000.000
	1
	13.000.000
	1
	14.000.000
	 
	 

	Administrasi   Kepegawaian   Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persen
	100
	100
	              350.000.000 
	100
	330.000.000
	100
	355.000.000
	100
	325.000.000
	100
	330.000.000
	 
	 

	Pendataan             dan             Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian
	Dokumen
	32.069.800
	1
	                50.000.000 
	1
	40.000.000
	1
	45.000.000
	1
	50.000.000
	1
	55.000.000
	 
	 

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi
	Orang
	40.000.000
	100
	                75.000.000 
	100
	60.000.000
	100
	70.000.000
	100
	          75.000.000 
	100
	          75.000.000 
	 
	 

	Sosialisasi      Peraturan      Perundang- Undangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
	Orang
	 
	2
	                50.000.000 
	2
	50.000.000
	2
	50.000.000
	2
	50.000.000
	2
	50.000.000
	 
	 

	Bimbingan        Teknis        Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terimplementasikannya Peraturan Perundang-Undangan
	Orang
	150.000.000
	100
	              175.000.000 
	100
	180.000.000
	100
	190.000.000
	100
	150.000.000
	100
	150.000.000
	 
	 

	Administrasi         Umum         Perangkat
Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah
	Persen
	100
	100
	          2.455.000.000 
	100
	2.435.000.000
	100
	2.475.000.000
	100
	2.360.300.000
	100
	2.319.500.000
	 
	 

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai
	Paket
	0
	1
	                50.000.000 
	1
	60.000.000
	1
	65.000.000
	1
	          50.000.000 
	1
	          50.000.000 
	 
	 

	Penyediaan              Peralatan              dan Perlengkapan Kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Paket
	538.513.900
	12
	              600.000.000 
	12
	550.000.000
	12
	555.000.000
	12
	500.000.000
	12
	464.500.000
	 
	 

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
	Paket
	56.083.800
	12
	                75.000.000 
	12
	60.000.000
	12
	65.000.000
	12
	70.000.000
	12
	75.000.000
	 
	 

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	Paket
	349.577.000
	12
	              375.000.000 
	12
	385.000.000
	12
	390.000.000
	12
	395.000.000
	12
	400.000.000
	 
	 

	Penyediaan     Barang     Cetakan     dan
Penggandaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	Paket
	476.158.800
	4
	              490.000.000 
	4
	495.000.000
	4
	500.000.000
	4
	       490.000.000 
	4
	       490.000.000 
	 
	 

	Penyediaan      Bahan      Bacaan      dan Peraturan Perundang-undangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Dokumen
	23.016.000
	4
	                25.000.000 
	4
	25.000.000
	4
	25.000.000
	4
	25.000.000
	4
	25.000.000
	 
	 

	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terlaksananya pelayanan penerimaan dan fasilitasi kunjungan tamu secara tertib dan representatif
	Laporan
	 
	25
	                60.000.000 
	25
	60.000.000
	25
	60.000.000
	25
	60.000.000
	25
	50.000.000
	 
	 

	Penyelenggaraan     Rapat     Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Laporan
	730.575.000
	12
	              700.000.000 
	12
	710.000.000
	12
	720.000.000
	12
	       700.000.000 
	12
	       700.000.000 
	 
	 

	Penatausahaan   Arsip   Dinamis   pada
SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD
	Dokumen
	25.044.000
	12
	                30.000.000 
	12
	30.000.000
	12
	30.000.000
	12
	25.000.000
	12
	25.000.000
	 
	 

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik pada SKPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terlaksananya dukungan teknis dan administratif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Dokumen
	 
	1
	                50.000.000 
	1
	60.000.000
	1
	65.000.000
	1
	45.300.000
	1
	40.000.000
	 
	 

	Pengadaan     Barang     Milik     Daerah Penunjang         Urusan         Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persen
	100
	100
	          2.425.000.000 
	100
	2.045.055.000
	100
	1.630.055.000
	100
	1.200.000.000
	100
	1.225.000.000
	 
	 

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
	Unit
	300.000.000
	2
	          1.000.000.000 
	1
	450.000.000
	1
	350.000.000
	1
	350.000.000
	1
	350.000.000
	 
	 

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya sarana transportasi dinas operasional atau lapangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
	Unit
	0
	6
	              500.000.000 
	10
	550.000.000
	10
	555.000.000
	10
	350.000.000
	10
	350.000.000
	 
	 

	Pengadaan  Alat  Angkutan  Darat  Tak
Bermotor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya sarana transportasi sederhana untuk mendukung distribusi dokumen, logistik, atau perlengkapan kerja
	Unit
	 
	1
	                25.000.000 
	 
	 
	1
	25.000.000
	 
	 
	1
	25.000.000
	 
	 

	Pengadaan Mebel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Mebel
	Unit
	273.706.100
	50
	              300.000.000 
	10
	300.000.000
	15
	100.000.000
	15
	100.000.000
	15
	100.000.000
	 
	 

	Pengadaan      Peralatan      dan      Mesin Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Unit
	255.600.000
	50
	              300.000.000 
	50
	345.055.000
	60
	200.000.000
	60
	150.000.000
	60
	150.000.000
	 
	 

	Pengadaan      Gedung      Kantor      atau Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Gedung kantau atau Bangunan Lainnya
	Unit
	201.750.000
	1
	              150.000.000 
	1
	200.000.000
	1
	200.000.000
	1
	       150.000.000 
	1
	       150.000.000 
	 
	 

	Pengadaan    Sarana    dan    Prasarana Gedung      Kantor      atau      Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Unit
	110.000.000
	1
	              150.000.000 
	1
	200.000.000
	1
	200.055.000
	1
	100.000.000
	1
	100.000.000
	 
	 

	Penyediaan   Jasa   Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persen
	100
	100
	          3.812.000.000 
	100
	4.312.000.000
	100
	4.812.000.000
	100
	5.312.000.000
	100
	5.812.000.000
	 
	 

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Laporan
	 
	12
	                12.000.000 
	12
	12.000.000
	12
	12.000.000
	12
	12.000.000
	12
	12.000.000
	 
	 

	Penyediaan          Jasa          Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Laporan
	250.000.000
	12
	              300.000.000 
	12
	300.000.000
	12
	300.000.000
	12
	300.000.000
	12
	300.000.000
	 
	 

	Penyediaan    Jasa    Pelayanan    Umum Kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terlayaninya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Laporan
	2.038.948.000
	12
	          3.500.000.000 
	12
	4.000.000.000
	12
	4.500.000.000
	12
	5.000.000.000
	12
	5.500.000.000
	 
	 

	Pemeliharaan    Barang    Milik   Daerah Penunjang      Urusan      Pemerintahan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persen
	100
	100
	              975.000.000 
	100
	985.000.000
	100
	725.000.000
	100
	605.000.000
	100
	605.000.000
	 
	 

	Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan,   dan   Pajak   Kendaraan Perorangan    Dinas    atau    Kendaraan Dinas Jabatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Unit
	129.520.000
	6
	              150.000.000 
	6
	150.000.000
	6
	150.000.000
	6
	130.000.000
	6
	130.000.000
	 
	 

	Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan,    Pajak    dan    Perizinan Kendaraan   Dinas   Operasional   atau Lapangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Unit
	202.609.000
	59
	              250.000.000 
	59
	260.000.000
	59
	200.000.000
	59
	200.000.000
	59
	200.000.000
	 
	 

	Pemeliharaan Mebel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (mebelair) agar tetap berfungsi dengan baik
	Unit
	 
	25
	                15.000.000 
	25
	15.000.000
	25
	15.000.000
	25
	15.000.000
	25
	15.000.000
	 
	 

	Pemeliharaan    Peralatan    dan    Mesin
Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Unit
	34.600.000
	60
	                60.000.000 
	60
	60.000.000
	60
	60.000.000
	60
	35.000.000
	60
	35.000.000
	 
	 

	Pemeliharaan/Rehabilitasi        Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Unit
	904.880.000
	2
	              350.000.000 
	2
	       350.000.000 
	2
	       200.000.000 
	2
	       150.000.000 
	2
	       150.000.000 
	 
	 

	Pemeliharaan/Rehabilitasi         Sarana dan   Prasarana   Gedung   Kantor   atau Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terpeliharanya        Sarana dan   Prasarana   Gedung   Kantor   atau Bangunan Lainnya
	Unit
	0
	1
	              150.000.000 
	1
	       150.000.000 
	1
	       100.000.000 
	1
	          75.000.000 
	1
	          75.000.000 
	 
	 

	Tujuan : Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
	 
	22,67
	      22,70 
	 
	23,23
	 
	23,76
	 
	24,30
	 
	24,85
	 
	 
	 

	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	 
	 
	 
	          9.829.256.485 
	 
	11.575.000.000
	 
	13.565.000.000
	 
	15.150.000.000
	 
	16.475.000.000
	 
	Bapenda

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persen
	22,67
	100
	          1.561.279.648 
	100
	1.550.000.000
	100
	1.750.000.000
	100
	1.950.000.000
	100
	2.400.000.000
	 
	Bidang Renbang

	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persen
	15 Dokumen
	100
	          1.561.279.648 
	100
	1.550.000.000
	100
	1.750.000.000
	100
	1.950.000.000
	100
	2.400.000.000
	 
	 

	Perencanaan    Pengelolaan    Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	Dokumen
	495.000.000
	6
	              522.700.748 
	6
	500.000.000
	6
	550.000.000
	6
	600.000.000
	6
	800.000.000
	 
	 

	Analisa    dan    Pengembangan    Pajak Daerah,  serta  Penyusunan  Kebijakan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Dokumen Analis dan Pengembangan Pajak Daerah
	Dokumen
	563.000.000
	6
	              425.581.700 
	6
	500.000.000
	6
	600.000.000
	6
	700.000.000
	6
	900.000.000
	 
	 

	Penyuluhan       dan       Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersosialisasikannya Kebijakan Pajak Daerah
	Laporan
	254.000.000
	1
	              612.997.200 
	1
	550.000.000
	1
	600.000.000
	1
	650.000.000
	1
	700.000.000
	 
	 

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persen
	22,67
	100
	          2.110.224.006 
	100
	2.500.000.000
	100
	3.050.000.000
	100
	3.400.000.000
	100
	3.000.000.000
	 
	Bidang PPD

	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persen
	15 Dokumen
	100
	          2.110.224.006 
	100
	2.500.000.000
	100
	3.050.000.000
	100
	3.400.000.000
	100
	3.000.000.000
	 
	 

	Penyediaan    Sarana    dan    Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	Unit
	638.202.900
	15
	              719.461.300 
	15
	800.000.000
	15
	850.000.000
	15
	900.000.000
	15
	1.000.000.000
	 
	 

	Pendataan    dan    Pendaftaran    Objek Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah
	Laporan
	655.397.900
	10
	          1.025.026.700 
	10
	1.200.000.000
	10
	1.500.000.000
	10
	1.600.000.000
	10
	1.000.000.000
	 
	 

	Penilaian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan    dan    Perkotaan    (PBBP2) serta  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terbaharuinya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Obyek Pajak
	100.970.000
	1.000
	              145.547.000 
	1.500
	200.000.000
	2.000
	300.000.000
	2.500
	400.000.000
	3.000
	350.000.000
	 
	 

	Penelitian       dan       Verifikasi       Data Pelaporan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Data Wajib Pajak Daerah Hasil Penelitian dan Verifikasi
	Dokumen
	165.726.600
	1.000
	              220.189.006 
	1.500
	300.000.000
	2.000
	400.000.000
	3.000
	500.000.000
	3.000
	650.000.000
	 
	 

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persen
	22,67
	100
	          4.343.622.062 
	100
	5.325.000.000
	100
	6.090.000.000
	100
	6.750.000.000
	100
	7.800.000.000
	 
	Bidang PEPD

	Kegiatan Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persen
	15 Dokumen
	100
	          4.343.622.062 
	100
	5.325.000.000
	100
	6.090.000.000
	100
	6.750.000.000
	100
	7.800.000.000
	 
	 

	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terselesaikannya Ketetapan Wajib Pajak Daerah
	Dokumen
	90.280.500
	12
	              106.181.534 
	12
	125.000.000
	12
	140.000.000
	12
	150.000.000
	12
	150.000.000
	 
	 

	Penagihan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tercapainya Target Pajak Daerah
	Dokumen
	3.074.183.100
	12
	          2.880.255.358 
	12
	3.500.000.000
	12
	3.800.000.000
	12
	4.000.000.000
	12
	4.500.000.000
	 
	 

	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terselesaikannya keberatan pajak daerah sesuai ketentuan
	Dokumen
	0
	12
	              123.500.000 
	12
	200.000.000
	12
	250.000.000
	12
	300.000.000
	12
	350.000.000
	 
	 

	Pengendalian,        Pemeriksaan        dan Pengawasan Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Patuhnya Wajib Pajak terhadap Pajak Daerah
	Dokumen
	720.083.800
	18
	          1.033.185.170 
	18
	1.200.000.000
	18
	1.500.000.000
	18
	1.800.000.000
	18
	2.000.000.000
	 
	 

	Pembinaan           dan           Pengawasan Pengelolaan       Pajak       Daerah       dan Retribusi Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Laporan
	0
	12
	              200.500.000 
	12
	300.000.000
	12
	400.000.000
	12
	500.000.000
	12
	800.000.000
	 
	 

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Persen
	22,67
	100
	          1.814.130.769 
	100
	2.200.000.000
	100
	2.675.000.000
	100
	3.050.000.000
	100
	3.275.000.000
	 
	Bidang PSIPD

	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
	Persen
	15 Dokumen
	100
	          1.814.130.769 
	100
	2.200.000.000
	100
	2.675.000.000
	100
	3.050.000.000
	100
	3.275.000.000
	 
	 

	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tersusunnya Data Objek Subjek Pajak Daerah
	Laporan
	1.545.000.000
	12
	              968.871.800 
	12
	1.200.000.000
	12
	1.500.000.000
	12
	1.800.000.000
	12
	2.000.000.000
	 
	 

	Pelayanan      dan      Konsultasi      Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	Layanan
	470.000.000
	11
	              678.897.404 
	11
	800.000.000
	11
	950.000.000
	11
	1.000.000.000
	11
	1.000.000.000
	 
	 

	Elektronifikasi   Transaksi  Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terintegrasinya Pengelolaan Pajak Daerah
	Laporan
	15.000.000
	1
	              166.361.565 
	1
	200.000.000
	1
	225.000.000
	1
	250.000.000
	1
	275.000.000
	 
	 



Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

	No.
	PROGRAM PRIORITAS
	OUTCOME
	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	KET 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	 
	 
	 
	

	1
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
	 
	 
	

	 
	 
	Pajak Daerah meningkat setiap tahun
	Kegiatan      Pengelolaan      Pendapatan Daerah
	 
	

	 
	 
	Tersusunnya perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tepat sasaran, berbasis data, dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah
	Perencanaan    Pengelolaan    Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Tersusunnya kebijakan perpajakan daerah berbasis analisa potensi untuk optimalisasi pendapatan dan kepatuhan
	Analisa    dan    Pengembangan    Pajak Daerah,  serta  Penyusunan  Kebijakan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan daerah
	Penyuluhan       dan       Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah
	Penyediaan    Sarana    dan    Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Terdaftarnya objek pajak dalam database yang valid untuk perluasan basis pajak dan peningkatan PAD
	Pendataan    dan    Pendaftaran    Objek Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Database pajak terkelola dengan baik, menghasilkan laporan akurat dan dukungan data untuk optimalisasi PAD
	Pengolahan,        Pemeliharaan,        dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Nilai objek pajak terverifikasi dan SKP diterbitkan untuk optimalisasi penerimaan PAD
	Penilaian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan    dan    Perkotaan    (PBBP2) serta  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	 
	

	 
	 
	Tersedianya daftar wajib pajak yang sah dan terverifikasi sebagai dasar penagihan pajak daerah
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Layanan konsultasi pajak yang efektif meningkatkan kepatuhan dan penyelesaian pengaduan
	Pelayanan      dan      Konsultasi      Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Data pelaporan pajak terverifikasi dan valid, mendukung penagihan tepat sasaran serta peningkatan kepatuhan wajib pajak
	Penelitian       dan       Verifikasi       Data Pelaporan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Tertagihnya pajak daerah secara efektif sesuai ketetapan, meningkatkan realisasi PAD
	Penagihan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Penyelesaian keberatan pajak yang adil dan tepat waktu untuk tingkatkan kepatuhan dan PAD
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Tercapainya kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengawasan yang efektif
	Pengendalian,        Pemeriksaan        dan Pengawasan Pajak Daerah
	 
	

	 
	 
	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan melalui pembinaan serta pengawasan yang terstruktur
	Pembinaan           dan           Pengawasan Pengelolaan       Pajak       Daerah       dan Retribusi Daerah
	 
	

	 
	 
	Transaksi keuangan daerah digital, real-time, dan terintegrasi untuk efisiensi dan transparansi
	Elektronifikasi   Transaksi  Pemerintah Daerah
	 
	



4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
	Sumedang

 	Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam Konteks Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemilihan indikator ini dilakukan karena Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan yang paling relevan dan komprehensif dalam menilai mutu kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
Target IKU telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki ruang pelayanan, meningkatkan kapasitas aparatur, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok masyarakat. Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi ukuran nyata keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjawab isu strategis utama, yaitu Optimalisasi p	WERotensi pendapatan daerah melalui inovasi pemungutan pajak, digitalisasi sistem, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak
Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET TAHUN 
	KET 

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	91
	93
	95
	96
	96
	96
	 

	2
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
	Persen
	         23,43 
	                    22,70 
	         23,23 
	            23,76 
	         24,30 
	         24,85 
	 


						
Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Indikator yang ditetapkan adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang diukur dengan satuan nilai numerik.
Penetapan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagai indikator kinerja utama didasarkan pada ingin Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumedang dan Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah. Oleh karena itu, Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
Target capaian IKU pada rentang tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan tren yang meningkat secara bertahap, yang menggambarkan komitmen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Pada tahun 2025, nilai target IKU ditetapkan sebesar 23,43, kemudian1di tahun 2026 menjadi 22,70, 23,23 pada tahun 2027, dan terus meningkat hingga mencapai 24,85 pada tahun 2030.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada periode Renstra Tahun 2025–2029 berfokus pada Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagai ukuran utama terhadap kualitas Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 
Berdasarkan tabel di atas, target capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan secara bertahap dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, IKU ditargetkan sebesar 23,43, kemudian menjadi 22,70 pada tahun 2026. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai 23,23 di tahun 2027, 23,76 pada tahun 2028, serta 24,30 pada tahun 2029, dan 24,85 pada akhir periode tahun 2030. Pola target yang bergerak naik secara konsisten menunjukkan adanya optimisme dan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkelanjutan.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030 menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Namun demikian, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini menjadi faktor penghambat khususnya terkait Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah dan Belum Optimalnya Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang juga memerlukan dukungan dari mekanisme pengawasan dan umpan balik masyarakat, sehingga kualitas pelayanan dan kinerja tidak hanya meningkat secara administratif, tetapi benar‐benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, target peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan nilai kinerja, tetapi juga merupakan bagian dari langkah nyata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjawab isu strategis Optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui inovasi pemungutan pajak, digitalisasi sistem, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Proyeksi kenaikan nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ini menunjukkan adanya konsistensi arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik melalui penerapan standar layanan minimal, penguatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik melalui survei kepuasan.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menjadi indikator kinerja utama yang bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan inklusif di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.
Dalam konteks Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, berdasarkan ketentuan dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini karena seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang lebih bersifat fasilitatif, koordinatif, dan pelayanan administratif yang mendukung tercapainya indikator kinerja perangkat daerah lain serta indikator pembangunan daerah secara umum.
Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tetap berkewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci yang ditetapkan pada tingkat kabupaten melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang relevan. Dengan demikian, peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang lebih ditekankan pada aspek kontribusi dan sinergi, bukan pada pengampuan langsung terhadap indikator kinerja kunci.
Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET TAHUN 
	KET 

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
	Persen
	23,43
	22,70
	23,23
	23,76
	24,30
	24,85
	



Pada dasarnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berperan sebagai instansi pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, meskipun bukan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utama yang secara langsung membidik capaian tersebut.Hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berfungsi sebagai membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah
Namun demikian, guna mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja yang relevan, Bapenda akan terus mengupayakan penerapan berbagai strategi dan kebijakan lanjutan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang terarah dan terukur, antara lain :
1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah, terutama untuk pajak dan retribusi daerah, yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Identifikasi potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah beserta dengan strategi penggalian potensinya;
3. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya aparaturnya, sumber daya sarana dan prasarananya, dan pemenuhan kelengkapan tata laksana organisasi pengelola pendapatan daerah; dan
4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan wajib pajak daerah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.













































BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang berlaku untuk periode tahun 2025 - 2029, yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan pemerintahan yang baik (Good Government) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 
Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang baik tahunan maupun lima tahunan. 
Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat membantu penentuan arah dan masa depan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.






	                                                                        Sumedang,  Agustus 2025
                                                                 Kepala Badan Pendapatan Daerah 
             Kabupaten Sumedang



	ROHANA, S.Sos., M.Si

	  Pembina Utama Muda

	                                                                     NIP. 19730315 199303 1 005
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